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PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
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|

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAFRAR
e TArUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MALIA ESA

WALIKOTA PAGAR ALANM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 avat (1) Undang; ulldang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah sebagaimana telaln Ciubch
dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Por. muan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pc._u,bahan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2 :njadi
Undang-undang, Kepala Dacrah mengajukan Rancangan Peraturan {[aerdh
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APbL) kepada Lewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan belsah"a,

B
bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggarsn Pendapatan dan B lanja
Dacrah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam haruf a,
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Dacrah Tahu?n 2008
yang dijabarkan kedalam kChijakan umum APBD serta prioritas dan’; plafon
angparan yang (elah disepakati bersama antara Pemerintah Dacrah ,d< ngan
DPRD pada tanggal 30 Desember 20006; }’
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan Y, perlu
menctapkan Rancangan Peraturan Daerah tertang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2008; :
f
. |
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Ba?lgt.uMn
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Uhdang-
undang Nomor 12 Tahun 1994 {Lembaran Negara Republik Indonesia|Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan L.embaran Negara Nomor 3569);




3]

10.

12.

13.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Ruublm
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Numm 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 schagaimana telah cllubahld 2ngan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Neygara Kepublik Indmnesm
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); ¢
Undang-undang Nomor 21 Taiun 1997 teataiy, Bea Perolehan Hak atag Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 1997 Nom')r 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); y ’

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penycelenggara Negata yang
Bersth dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 7\ega1a
Nomor 3851); ‘

:
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentan:: Pembentukan Kota Pagar Alam
(Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Taénbahan
Lembaran Negara Nomor 4115); |

Undang-undang Nemor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Le’fnbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Le!mbaran
Negara Nomor 4286), » j

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan }Negard
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tal‘}nbanan

Lembaran Negara Nomor 4355); |

r
|

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan P(grdtu;an
Pcrundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia lahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloldan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Len:baran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); g

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tenteug  Sistem Pere@canaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 32 ‘Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
[.embaran Negara Nomor 4437);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Riepublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan [.embaran Negara Nomor $#438);

Peraturan Pemerinteh  Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaian dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah (LLemabran [Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41. Tambahan Lémnba o INegara
Nomor 4090); '




14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

“138, Tambahan Lembaran Negara Nomai +4S76):

|
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 ientang Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4138): ;
Peraturan Pcmerintah Nomor 66 Tahun 7001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun 2000 Nomor 119, Fan1bal1a11
Lembaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokaler dan
Keuangan Pimpman dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Le%bm‘an
Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Ncgara Nomor 4416): sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
tahun 2004 tentang Kedudukan™ Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran Negara Rjepub]il':
Indoncesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan lLayanan Umum (Lembaran Negara Ikepublik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan T.embaran Negara Nomor 4502):

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Swandar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503): ‘ r
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4574); |

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lomharan Neoara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 icntang Hibah (Lembaran ?I\"egara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4577); p

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kéufmgan
Dacrah (Lembaran Ncgara Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomg r. 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); : |
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusus 1an dan
Pencrapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Inflinesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); :

i
I

[ ;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangain dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahyn 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang P( doman
Pengelolaan Keuangan Daerah;




27, Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang pe.ahhan atas
Permendagri Nomor 13 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Dacrah.
|

28.  Peraturan Dacrah Kota Pagar Alam Nomor ......... Tahun ... ttentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; ’

Dengan Persetujuan Bersanma 4

DEWAN PV AKILAN RAKYA'T DALKAH KOTA PAGAR ALAM
dan

L

WALIKOTA PAGAR ALAM -

MFEMUTUSKAN :
g
Menctapkan PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG ANG(Q‘VM;\RAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2095

Pasal 1

;‘
i
|
[
i

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 s¢bagai
1

berikut : ‘ |
1. Pendapatan Daerah...............cccoocovvveevenen.. Rp. 361.550.194.?0()0,-
2. Belanja Daerah.........ccoocoooiiiiiiioiiiin Rp.  413.720.712.000,-
. ’ _
(DefiSIt) tovviiviniiiiieecece e, ( Rp. 52.170.518%000,-)

3. Pembiayaan Daerah : I

a. Penerimaan.......... Rp. 52.170.518.000,-
b. Pengeluaran......... Rp. -
‘ f
Pembiayaan Netto ............c.oocoviiiiiiie Rp. 52.170.518.000.-
Sisa Lebih Anggaran Tahun berkenaan ........ Rp
Pasal 2

(1) Pendapatan Dacrah sebagaimana diinaksud dalam Pasal 1 terdiri dzlj"i :
a. Pendapatan Asli Dacrah sejumlah........ Rp. 6.277.172.000,-

b. Dana Perimbangan sejumlah................ Rp. 344.181..78.000,-
[Lain-lain Pendapatan Dacrah yang sah
sciumlah Rp. 11.091.744.000,-

(2) Pendapatan Dacrah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g terdiri
dari Jenis Pendapatan :




(3)

4

(1)

(-

)

a. Pajak Dacrah sejumlah ... Rp. ()85.3425()0()_-
b. Retribusi Daereh sejumlah........... Rp. 2.041.0571000.
¢. Hasil Pengelolaan Kekayaan Dacrah

vang dipisahkan sciumlah ... Rp. -
d. Lain-lain - Pendapatan  Asli  Daciuh :

vang sah scjuniiah .. Rp. 3.250.7723.000,-

|
1

Dana Perimbangan sebazaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri

dari Jenis Pendapatan :

a Dana Bagi Hasil sejumlah........ Rp. 125.406.808.000,-
b. Dana Alokasi Uinum sejumlah ... Rp. 186.301.47).000,-
¢. Dana Alokasi Khusus sejumlah ... Rp. 32.473.000.000.-

i
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dlmal\sud dalam

|

ayat (1) huruf ¢ terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Mibah sejumlah. ... e Rp. -
b. Dana Darurat scjumlah................ Rp. - j
¢. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah.......... Rp. 11.091.744.000.-

d. Dana  Penycsuaian  dan Otonomi

Khusus sejumlah ... Rp. - -
¢. Bantuan Kcuangan dari Propinsi atau

dari  Pemerintah  Daerah lainnya

sejumlah ..o Rp. -

Pasal 3
Belanja Dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah....... Rp. 113.908.734,000,-
b. Belanja Langsung sejumlah ... Rp. 299.811.978.000,-

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) huruf a

terdiri dari Jenis Belanja ;

a. Belanja Pegawai sejumlah...... Rp. 102.500.3851200.-
b. Belanja Bunga scjumlah................ . Rp. -

¢. Belanja Subsidi sejumlah . Rp -

d. Betanja Hibah scjumlah ... Rp. 0.572.349.000).-
¢. Belanja Bantuan Sosial scjumlah .| Rp. L086.000]000 .-
[ Belanja Bagi Hasil scjumlah............. Rp. -

g Belanja Bantuan Keuangan sejumlah... p. - \I

h. Belanja Tidal Terduga scjumlalr ... Rp. 750.000. ((5()0,-

Belanja 1, angsung scb aammana dimaksud dalam avat (D) huruf b ’ludm

dari Jenis Belanja }

a. Belanja Pegaeaivopmmtate Rp. 25.628.552.086 -
b, Belanja Barang dan Jasa sejumlah..... . P 89.7606.224 330.-
¢. Belanja Modal scjumlah......... Rp. [84.4) 7,200,081 .-




|
|
Pasal 4 [
|
(1) Pembiayaan Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri déri :
a. Penerimaan sejurnlah ........................... Rp. 52.170.518000.,-

b. Pengeluaran sejumlah........................... Rp. -

(2)  Pencrimaan sebagaimana dimaksud dalam avat (1) huruf a terdiri dari
Jenis Pembiavaan :
a. Sisa Lebih o Perhitungan  Anggaran

Tahun Anggaran scbelumnya (SILPA)

sejumlah Rp. 52.170.518.000.-

b.  Pencairan Dana Cadangan sejumlah ... Rp. - :

¢. IHasil Penjualan Kekayaan  Daerah \
vang dipisahkan sejumlah ... Rp. - ‘

d. Penerimaan Pinjaman Dacrah scjumlah - Rp. - 1

¢ Penerimaimn kembali pemberian |
pinjaman scjumlai ... Rp. -

{. Penerimann Piutang Dacrah sejumlah.. Rp. -

(3)  Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurul b tercliri dari

Jents Pembiayaan

a. Pembentukan Dana Cadangan scjumilah  Rp. -

b Penyertann Maodot (Investast)

s o S Pemerintah Daerah sejumlah.............. Rp. -
c. Pembayaran Pokok Utang scjumlah..... Rp. T o e
d. Pemberian Pinjaman Daerah scjumlai. Rp. - ;

Pasal 5 o
Uratan lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah scbaghimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan:tagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : ;

P

1. Lampiran 1 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran 1l Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Dacrah

. l
dan Organisast;

3. Lampiran 11 Rincian - Anggaran Pendapatan dan Belanja 'l yerah
menurut - Urusan  Pemerintahan  Dacrah, Orrgajtisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Reckapitulasi  Belanja  menurut  Urasan  Pemerintaban
Daerah. Organisasi, Program dan Kegiatan, »

5. Lampiran V Rekapitulast Bclm{ja untuk Kesclarasan dan Keter'jbadunn
Urusan Pemermtahan Dacrah an Fungsi dalam l~§emgka

t

Pengelolaan Keuangan Negara;

E 6.  Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII  Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIl Daftar Penyertaan Modal (Investast) Daerah; .
9. Lampiran IX  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangail Aset
|

Tetap Dacrah; i

|
L—_+————l—



|

1. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pcngmangan Aset
Lainnya;
1. Lampiran XI  Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnva

yang belum diselesaikan den dianggarkan kembz ‘11 dalam
Tahun Anggaran ini: !

12 Lampiran XII' - Daftar Dana Cadangan Dacrah: dan
3. Lampiran XIIT Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menctapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan
Belanja Dacrah schazai landasan operasional pelaksanaan APBD.

~Pasal 7
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah, ‘

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 24 ppai 2008

WATIKOTA l/\—(v\R AlLLAM
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J— 1____--4___ — .

- T e

H. DIAZULL KUKTS

- Diundangkan di Pagar Alam
pada tangpal 25  aApric 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM
A/)////C \
) H. A FAC HRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2008 NOMOR i NEP



